PEMERINTAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT

KECAMATAN KUALA BETARA

MUARA DELI
JIn.Datu’ Ahim A. Gani, Betara Kiri Email kualabetara@tanjabbarkab.go.id Kode Pos 36556

KEPUTUSAN CAMAT KUALA BETARA
KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT
NOMOR: %7 /1X/2025

TENTANG

PENETAPAN PERUBAHAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
KECAMATAN KUALA BETARA
KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT
TAHUN 2025

CAMAT KUALA BETARA KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan pasal 4 ayat (3) Peraturan
Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor :
PER/20/M.PAN/11/2008 tentang Pedoman Penyusunan
Indikator Kinerja Utama Menteri Negara Pendayagunaan
Aparatur Negara, Bupati wajib menetapkan Indikator
Kinerja Utama untuk Pemerintah Daerah;

b. bahwa penetapan Indikator kinerja Utama sebagaimana
dimaksud pada pertimbangan huruf a, perlu diatur dan
ditetapkan dengan Keputusan Camat Kuala Betara.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang
pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo,
Kabupaten Muaro Jambi, dan Kabupaten Tanjung Jabung
Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999
Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3903) sebagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2000 tentang
Perubahan atas Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999
tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten
Tebo, Kabupaten Muaro Jambi, dan Kabupaten Tanjung
Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2000 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3969)

2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang
Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah
diubah dua kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor
9 tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-
Undang Nomor 23 tahun 2014 Tentang Pemerintah
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2015 Nomor 58, Tambahan lembaran Negara Republik
Indonesia Nomir 5679);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara
Nomor 6402);



10.

11.

12,

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017:
tentang tata cara perencanaan, pengendalian dan evaluasi
pembangunan daerah, tata cara evaluasi rancangan
peraturan daerah tentang rencana pembangunan J_angka
panjang daerah dan rencana pembangunan jangka
menengah daerah, serta tata cara perubahan rencana
pembangunan jangka panjang daerah, rencana
pembangunan jangka menengah daerah, dan rencana
kerja pemerintah daerah (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019
tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 11 14);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019
tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur
Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita
Negera Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447)
junto Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-
3406 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua Atas
Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun
2021 Tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemuktahiran,
Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan
Pembangunan dan Keuangan Daerah;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020
tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah
Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi
Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negera
Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 18, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 288);

Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat
Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kecamatan
Tebing Tinggi, Kecamatan Batang Asam, Kecamatan Kuala
Betara, Kecamatan Kuala Betara, Kecamatan Seberang
Kota, Kecamatan Bram Itam, Kecamatan Kuala Betara,
dan Kecamatan Senyerang serta Penataan Desa dan
Kelurahan dalam Kabupaten Tanjung J abung Barat;

Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat
Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas
Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 Tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah pada BAB
II Pasal 2 Kecamatan terdiri dari 13 Kecamatan Tipe A;

Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat
Nomor 3 Tahun 2024 tentang Rencana Tata Ruang
Wilayah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2024-
2044 (Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung
Barat Tahun 2024 Nomor 3);

Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat
Nomor 11 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan
Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Tanjung
Jabung Barat Tahun 2025-2045;

Peraturan Bupati Tanjung Jabung Barat Nomor 25 Tahun
2023 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja
Perangkat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Tanjung
Jabung Barat Tahun 2023 Nomor 25);




Menetapkan
KESATU

KEDUA

KETIGA

MEMUTUSKAN :

Indikator Kinerja Utama sebgaimana tercantum dalam
Lampiran Keputusan ini, merupakan acuan ukuran Kinerja
yang digunakan oleh Kecamatan Kuala Betara Kabupaten
Tanjung Jabung Barat untuk menetapkan rencana kerja
tahunan, menyampaikan rencana kerja dan anggaran,
Menyusun dokumen penetapan kinerja, menyusun laporan
akuntabilitas kinerja serta melakukan evaluasi pencapaian
kinerja sesuai dengan dokuneb Rencana Strategis Kecamatan
Kuala Betara Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2025-
2029;

Uraian lengkap Perubahan Indikator Kinerja Utama Kecamatan
Kuala Betara Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2025
adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan

Ditetapkan : Muara Deli

Tembusan disampaikan kepada :

b S

Arsip

Bapak Bupati Tanjung Jabung Barat

Sdr. Inspektur Kabupaten Tanjung Jabung Barat

Sdr. Kepala Bappeda Kabupaten Tanjung J abung Barat

Sdr. Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Tanjung Jabung Barat
Sdr. Kepala Bagian Organisasi Setda Kab. Tanjung Jabung Barat




lvive wz%ﬁ nINVL zﬁﬁ%ﬁ

vyviag ﬁxmz

§70z Jaquiaydas, i ﬁwo gieny
fiede uscsabEh IOP[as Sejul] ISeurpIooy jeyeredsew veSunpurpsad
yewrer) RN T iy R R S i IN[e[uI Wnum weqriey uep wnum ueqnzey
ueejepus ] JIseH 1SEINSEHIp/nnfuepiepunp Sues usiodet X uen33ued ueresofoAuad asejussiog ‘uewrenuaey eAuyeyuruspy
esoq| Gl e uejnfuepayiaq eredsos
jewre)) G8'q9 B B
SYopu] 103G [ISe] P €S9p uenpuewsy eAuyeySurusiy
ISe}I[ISe)10)
1reyip wlunwp Jued uererday I
yeureD) R ot e e L = Bue£ Bunumg /weunjsnuay
ueejepus  [Isey nseTISeNp Suek usierBoy ueuedueua ueyerdoy asejussiog
uejeuredad] AnfueprepURIP snrey Fued jsEpuawl yerwn( T uesemeduad [1sey 1sepuswoyar
jewre)) ueelepuR] [1SeE] %001 %001 X = % nfue] yepun asejussiag
nnfuepepunp Sued sepuswoyal yerunf T
— EMHMMM oo werequad usuodwioy denas eped weredeo reu aseiuasiad yepun( = gy adO dDiV FeiN
1s131 ues ansun [ejo], n T uMMmhm%mmE wwﬁ—“ mm gﬂawm”“wwuwﬁh“
i B uefe
Jewres foamg miserrlcT'eg T e 1eyeredsepy uesendayy yopuy|epedoy yiqnd ueuederad sejeny r—— w:“.w_“m Sﬁzm:“wm L
uep sejifigsasye eAuyeySuruspy weq e
ejo[ay ey} eAupninmiag,
( 20T
. L.—w.wﬁ.&m vjep 1aquing 5 ISe[nuIoy eweyn) eliduny 103ex1pug siajeng uereseg uenfnj, ON
u

ST0T NNHV.L LVIVE ONNAV[ ONNINV.L NILVINGV
VAVIAE VIV LVINVD VINVLA VIIEINDI ¥OLVIIANI NVHVENAd




